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Abstract 
The purpose of this study is to determine the policy implementation effects of National Health 
insurance towards Health service quality at Donggala Publick Health Center in Donggala 
regency, both simultaneously and partially. The tipe of this study is descriptive quantitative with 
survey method, aims toanalyze the research data of number statistically, to determine the effect of 
variabel x to variabel y (Sugiyono 2007:11). The populationin this research was 95 respondent of 
service user who participated in the National Health Insurance at Donggala Publik Health Center. 
The sampling method in this study is random sampling. The result of this study using statistical test 
give the following conclusions: (1) implementaion of National health  Insurance Program: 
corelation coeficient value was 0.000, with p < 0.05 at the 95% confidence level, simultaneously 
effected the Health servise quality at Donggala Publik Health Cetner; (2) Partialy, policy target 
and standartd (p = 0.000; r = 0.304) resource (p = 0.000; r = 0.208), and attitude / tendency 
(dispotition) of implementing agency (p = 0.016; r = 0,238) affected the Healt quality service; 
while characteristics of implemeting agencies (p = 0.175; r = 0.146), interagency comunication ( p 
= 0.205; r = 0,150) as well as economic, social and political environment ( p = 0.362; r = 0.088) 
did not affect the health service quality. 
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Faktor kesehatan merupakan salah satu 
yang penting dalam kehidupan masyarakat, 
dan sesuai dengan amanat Undang undang 
No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa 
kesehatan diarahkan untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 
sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, 
sebagai investasi bagi pembangunan sumber 
daya manusia yang produktif secara sosial 
dan ekonomi. Setiap orang memiliki hak 
yang sama dalam memperoleh akses atas 
sumber daya dibidang kesehatan dan 
memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, 
bermutu dan terjangkau. 
Saat ini, kesehatan merupakan sesuatu 
yang mahal dan sulit didapat oleh sebagian 
besar warga Indonesia. Hal ini disebabkan 
karena memang tingginya tingkat kemiskinan 
sehingga warga tidak mampu untuk 
membayar biaya kesehatan. Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa derajat 
kesehatan masyarakat berbanding lurus 
dengan tingkat kemiskinan, sehingga bila 
tinggi tingkat kemiskinan tinggi maka derajat 
kesehatan juga rendah. Selain itu juga 
rendahnya tingkat pendidikan warga 
menyebabkan rendahnya juga pemahaman 
warga tentang pentingnya arti kesehatan 
dalam kehidupan.  
Pemerintah telah berusaha memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan pelayanan 
kesehatan, beberapa upaya pemerintah untuk 
memberikan pelayanan kesehatan kepada 
semua warganya yaitu melalui Jaminan 
perlindungan dan kesejahteraan sosial. 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 
merupakan program pemerintah yang 
bertujuan untuk memberikan kepastian 
perlindungan  dan kesejahteraan kepada 
semua warga secara adil dan merata. 
139 e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016 hlm 138-146         ISSN: 2302-2019 
 
Beberapa contoh diantaranya yaitu Asuransi 
Kesehatan (Askes),  Jaminan Sosial tenaga 
kerja (Jamsostek), Jaminan Kesehatan 
Masyarakat miskin (Jamkesmas) dan 
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). 
Namun hal tersebut dirasakan juga belum 
dapat memenuhi kebutuhan kesehatan 
terhadap semua warga, masih banyak kita 
dengar di media massa maupun Televisi 
tentang masih banyaknya warga yang 
kesulitan untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan. 
Pada tahun 2014, pemerintah 
menerapkan program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 
BPJS ini diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan warga akan pelayanan kesehatan. 
BPJS ini diselenggarakan melalui mekanisme 
asuransi sosial dan Kepesertaan BPJS adalah 
semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. 
Penyelenggaraan BPJS mengacu pada 
beberapa prinsip, diantaranya prinsip asuransi 
sosial dengan tujuan agar peserta 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan 
dan perlindungan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip gotong 
royong yang berarti peserta yang mampu 
akan membantu peserta yang tidak mampu. 
Untuk mendekatkan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat, BPJS telah 
bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP). Dalam Peraturan 
Presiden Nomor 32 tahun 2014 disebutkan 
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu 
pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai 
dengan amanat Undang-undang Nomor 40 
tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional, diperlukan dukungan dana untuk 
operasional pelayanan kesehatan yang 
dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan. 
Berdasarkan data awal, Puskesmas Donggala 
memberikan pelayanan kesehatan kepada 
penduduk yang berjumlah 42.808 jiwa, yang 
28.017 jiwa diantaranya adalah peserta BPJS. 
Berdasarkan studi awal tersebut, peneliti 
tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh 
Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) terhadap kualitas pelayanan 
kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas 
Donggala terhadap masyarakat Donggala 
khususnya peserta BPJS. 
 
METODE  
Penelitian ini dilaksanakan selama tiga 
bulan, yakni Januari - Maret 2016 dan 
mengambil lokasi di Puskesmas Donggala, 
Kabupaten Donggala. Penelitian 
menggunakan metode survei. Penelitian 
survey adalah penelitian yang dilakukan pada 
populasi besar maupun kecil. Tetapi data 
yang dipelajari adalah data dari sampel yang 
diambil dari populasi tersebut, sehingga 
ditemukan kejadian-kejadian relatif, 
distribusi dan hubungan-hubungan antar 
variabel sosiologis maupun psikologis. 
Metode survey lebih memperhatikan pada 
sampling, desain kuesioner/ interview, 
pengadministrasian kuesioner dan analisis 
data (Sugiyono 2006). Data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh dari hasil kuisioner dengan 
responden sebanyak 95 orang, yang 
merupakan pasien di Puskesmas Donggala 
diambil secara stratifikasi random sampling 
secara acak dari 5.912 Total pasien Program 
JKN di Puskesmas Donggala. Dengan rincian 
37 orang dari Poli Umum, 7 orang dari Poli 
UGD, 19 orang dari poli anak, 12 orang dari 
poli KIA dan 20 orang dari poli gigi. 
Sementara data sekunder bersumber dari 
dokumen  serta literatur yang berkaitan 
dengan objek penelitian,  yakni Puskesmas 
Donggala dan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Donggala serta sumber lain yakni peraturan 
pemerintah, dokumentasi pemerintah daerah, 
buku, majalah dan internet.  
Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier berganda dengan 
menggunakan uji t pada tingkat kepercayaan 
90% (α = 0,10) , dimana analisis dianggap 
dapat menguraikan hubungan variabel 
dependen dan independen.  
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1. Variabel Independen (bebas) X, yaitu 
Implementasi Kebijakan JKN. Variabel 
yang diukur dengan menggunakan sub 
variabel sebagai berikut: standar dan 
sasaran kebijakan (X1), Sumberdaya (X2),  
Karakteristik Agen Pelaksana (X3), Sikap/ 
Kecenderungan (Disposition) para 
pelaksana (X4),  Komunikasi 
Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 
(X5), Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan 
Politik (X6). 
2. Variabel Dependen (terikat) Y, yaitu 
kualitas pelayanan adalah merupakan satu 
kondisi dinamis yang ber hubungan 
dengan produk, jasa, manusia proses dan 
lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan pelanggan. Variabel ini akan 
diukur dengan menggunakan sub variabel 
berikut : tangible (bentuk fisik) Y1, 
reliability (kehandalan) Y2, responsiveness 
(daya tanggap) Y3, assurance (jaminan) 
Y4, emphaty (empati) Y5. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 
Puskesmas Donggala merupakan salah 
satu puskesmas di Kabupaten Donggala yang 
berada di wilayah  Kecamatan Banawa dan 
memiliki wilayah kerja 2 Kecamatan yakni 
Kecamatan Banawa dan Banawa Tengah 
yang terdiri dari 13 Desa dan 9  Kelurahan, 





Jumlah penduduk sebesar 43.867 jiwa, 
kepadatan penduduk rata-rata sebesar 
236jiwa/km
2
. Dari jumlah penduduk yang di 
wilayah kerja Puskesmas Donggala tersebut, 
yang menjadi peserta program JKN (peserta 
BPJS) sebanyak 28.303 jiwa (64,53%) 
dengan rincian 21.783 jiwa (49,66%) sebagai 
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 
6520 jiwa sebagai peserta Non Penerima 
Bantuan Iuran (Non PBI). Sehingga masih 
terdapat 15.554 jiwa (35,47%) yang belum 
menjadi peserta Program JKN. Jumlah 
kunjungan pasien di Puskesmas Donggala 
tahun 2015 sebanyak 17.158 pasien, 5.912 
pasien (34,45%) diantaranya adalah pasien 
Program JKN (BPJS). Pasien BPJS yang 
berkunjung di Puskesmas Donggala dengan 
rincian 2.303 pasien berkunjung di Poli 
Umum, 411 pasien di Poli UGD (Tindakan), 
1.206 pasien di Poli Anak, 720 pasien di Poli 
KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan 1.272 
pasien di Poli Gigi. 
 
Karakteristik Responden 
Dalam penelitian ini responden 
meliputi  Perempuan sebanyak 62 responden 
( 65,2% ), dan laki-laki sebanyak 33 
responden (34,7%).  Distribusi responden 
menurut kelompok umur  terbanyak berada 
pada kelompok 25-34 tahun sebanyak 35 
responden (36,8%), kemudian secara berturut 
kelompok umur 35-44 tahun sebanyak 26 
responden (27,4%), umur 15-24 tahun 
sebanyak 14 responden (14,7%), umur 45-54 
tahun sebanyak 11 responden (11,6%)  dan 
lebih dari 55 tahun sebanyak 9 responden 
(9,5%). 
Karakteristik responden menurut 
pendidikan, memperlihatkan sebagian besar 
responden berpendidikan SMA  sebesar 47 
(49,5%), kemudian secara berturut tamat S1 
sebanyak 17 (17,9%), SMP sebanyak 14 
(14,7%), Diploma (D1-D3) sebesar 11 
(11,6%), SD sebesar 4 (4,2 %) dan S2 
sebesar 2 (2,1%). Sedangkan distribusi 
karakteristik responden menurut pekerjaan 
yaitu mayoritas memiliki pekerjaan Ibu 
Rumah Tangga sebanyak 36 responden 
(37,9%), Swasta sebanyak 26 responden 
(27,4%), PNS sebanyak 23 responden 
(24,2%), Lain-lain (pensiunan dan 
mahasiswa) sebanyak 10 responden (10,5%). 
Dan distribusi karakteristik responden 
menurut tempat responden mendapatkan 
pelayanan kesehatan yaitu Poli Umum 
sebanyak 37 responden (38,9%), Poli Gigi 
sebanyak 20 responden (21,1%), Poli Anak 
sebanyak 19 responden (20,0%), Poli KIA 
sebanyak 12 responden (12,6%) dan Poli 
UGD sebanyak 7 responden (7,4%). 
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Implementasi merupakan suatu proses 
yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan 
melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, 
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan 
suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau 
sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino 
2006), Ripley dan Franklin menyatakan 
bahwa implementasi adalah apa yang terjadi 
setelah undang-undang ditetapkan yang 
memberikan otoritas program, kebijakan, 
keuntungan (benefit), atau suatu jenis 
keluaran yang nyata (tangible output). 
Implementasi mencakup tindakan-tindakan 
oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat 
yang dimaksudkan untuk membuat program 
berjalan (Winarno 2007). 
Program Jaminan Kesehatan Nasional 
dilaksanakan pada 1 januari 2014, merupakan 
program Nasional dalam rangka 
meningkatkan derajat kesehatan  sebagai 
upaya memberikan perlindungan kesehatan 
kepada masyarakat. Dalam Implementasinya, 
Pemerintah mengambil langkah-langkah 
diantaranya dengan membentuk Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional 
(BPJS) dan menetapkan regulasi dan 
peraturan tentang Pelaksanaan program JKN.  
Dalam pelaksanaannya, BPJS 
bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan 
tingkat Pertama (FKTP) dalam hal ini 
Puskesmas sebagai mitra kerja dalam 
melakukan pelayanan kesehatan di tingkat 
dasar. Manfaat jaminan yang diberikan 
kepada masyarakat terutama yang telah 
menjadi peserta Program JKN ini adalah 
dalam bentuk pelayanan kesehatan yang 
bersifat menyeluruh (komprehensif) dan 
berdasarkan kebutuhan medis yang 
diperlukan. Sebagai suatu Program Nasional 
untuk meningkatkan derajat kesehatan, sudah 
seyogyanya FKTP/Puskesmas juga 
meningkatkan mutu / kualitas pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut 
juga yang menjadi fokus Puskesmas 
Donggala dalam memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat terutama 
peserta Program JKN. 
Hasil analisis regresi berganda 
menunjukkan bahwa adanya Pengaruh 
pelaksanaan  Implementasi kebijakan 
program Jaminan Kesehatan Nasional 
terhadap kualitas pelayanan kesehatan di 
Puskesmas Donggala. Secara keseluruhan 
mempunyai nilai p=0,000 yang berarti bahwa 
keenam dimensi Implementasi Kebijakan 
Program Jaminan Kesehatan Nasional 
mempunyai pengaruh terhadap kualitas 
pelayanan kesehatan di Puskesmas Donggala. 
Secara parsial, dimensi Implementasi 
kebijakan yang mempunyai pengaruh 
terhadap kualitas pelayanan yaitu : standar 
dan sasaran kebijakan dengan tingkat 
signifikasi 0,000 dan koefisien korelasi 
0,304; sumber daya dengan tingkat 
signifikasi 0,000 dan koefisien korelasi 0,208 
dan sikap agen pelaksana dengan tingkat 
signifikasi 0,016 dan koefisien korelasi 
0,238. Sedangkan dimensi implementasi 
kebijakan yang tidak mempunyai pengaruh 
terhadap kualitas pelayanan yaitu: 
karakteristik agen pelaksana dengan tingkat 
signifikasi 0,175 dan koefisien korelasi 
0,146; komunikasi antar organisasi dan 
aktifitas pelaksanaan dengan tingkat 
signifikasi 0,205 dan koefisien korelasi 0,150 
dan Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 
dengan tingkat signifikasi 0,362 dan 
koefisien korelasi 0,088. 
 
Pengaruh Implementasi Kebijakan 
Program Jaminan Kesehatan Nasioanal 
terhadap Kualitas pelayanan secara 
keseluruhan 
 
Standar dan Sasaran Kebijakan 
Dalam dimensi kebijakan publik, 
pentingnya standar dan sasaran kebijakan 
merupakan suatu hal yang mutlak agar 
sebuah implementasi kebijakan dapat 
berjalan sesuai keinginan penyelenggara 
publik dan harapan publik itu sendiri. Kinerja 
implementasi kebijakan dapat diukur 
keberhasilannya jika dan hanya jika standar 
dan sasaran kebijakan dari kebijakan 
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memang realistis dengan sosio-kultur yang 
ada di level pelaksana kebijakan (Nugroho, 
2008). Namun dalam kenyataan selama ini, 
kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi 
peserta program JKN (BPJS) masih rendah 
bahkan cenderung kurang baik jika 
dibandingkan dengan pasien umum yang 
langsung bayar sesuai dengan tagihan dan 
jenis pengobatan yang ideal. Program JKN 
merupakan program Nasioanal di bidang 
kesehatan, sehingga standar yang digunakan 
adalah standar Nasional. Untuk itu, 
pemerintah telah mengeluarkan Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional. Manlak 
(Pedoman Pelaksanaan) inilah yang wajib 
digunakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan 
tingkat pertama (FKTP) maupun tingkat 
lanjutan (FKTL) termasuk Puskesmas 
Donggala. Dengan adanya Pedoman 
pelaksanaan ini, diharapkan Puskesmas 
mampu untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan kesehatan kepada peserta JKN. 
Selain itu, penetapan sasaran dalam 
pelaksanaan implementasi kebijakan program 
JKN juga menjadi sangat penting. Sesuai 
dengan amanat Undang-Undang 1945 
amandemen pasal 134 ayat 2, yaitu 
menyebutkan bahwa negara mengembangkan 
Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Jadi sasaran dari Program JKN 
adalah bagi seluruh rakyat Indonesia dan 
kepesertaan JKN adalah wajib. Namun 
demikian peserta JKN terbagi menjadi 2 
yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
yaitu masyarakat miskin dan Peserta Non 
Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) yaitu 
para pekerja dan keluarganya. Peserta JKN di 
Puskesmas Donggala sebanyak 28.303 jiwa 
dengan rincian 21.783 peserta PBI dan 6.520 
peserta Non PBI. Dari data diatas, jelaslah 
bahwa penetapan sasaran bagi implementasi 
kebijakan Program JKN di Puskesmas telah 
ditetapkan. Hal ini memudahkan para agen 
implementasi dalam hal ini Puskesmas 
Donggala dalam melaksanakan Program JKN 
tersebut. 
Hasil perhitungan statistik 
menunjukkan bahwa standar dan sasaran 
kebijakan dengan tingkat signifikasi 0,000 
dan standar koefisien 0,304; hal ini 
menunjukan bahwa dimensi Standar dan 
sasaran kebijakan Program JKN 
mempengaruhi kualitas pelayanan di 
Puskesmas Donggala.  
 
Sumber daya 
Keberhasilan proses implementasi 
kebijakan sangat tergantung dari kemampuan 
memanfaatkan sumber daya yang tersedia 
(Nugroho, 2008). Sebuah kebijakan perlu 
didukung oleh Sumber daya yang baik yang 
meliputi sumber daya manusia maupun 
sumber daya lain yang diperlukan. 
Pelaksanaan Program JKN di Puskesmas 
bukanlah Program Baru, Program JKN 
merupakan pengembangan Program - 
program pelayanan kesehatan yang 
sebelumnya sudah berjalan. Hal ini tidak 
terlalu menyulitkan agen pelaksana 
Implementasi dalam menyiapkan Sumber 
daya. Dari segi fasilitas, Puskesmas 
Donggala termasuk salah satu Puskesmas di 
Kabupaten Donggala dengan fasilitas yang 
memadai.  
Demikian halnya dari sisi ketenagaan, 
meski dibawah standar nasional dengan 10 
dokter per puskesmas, jumlah dokter di 
Puskesmas Donggala relatif sudah terpenuhi 
dengan 3 orang dokter. Demikian halnya 
dengan jumlah perawat di Puskesmas 
Donggala 7 orang yang harus melayani  
43.867 jiwa (1:6266), sedangkan secara 
Nasional idelanya 1 orang perawat melayani 
850 orang. Bahkan Puskesmas Donggala 
salah satu Puskesmas dengan standar ISO 
yang sistem penilaiannya meliputi 
kelengkapan Fasilitas baik sarana maupun 
prasarana di Puskesmas. 
Hasil uji statistik menunjukan bahwa 
dimensi sumber daya dengan tingkat 
signifikasi 0,000 dan standar koefisien 0,208; 
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menggambarkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan antara ketersediaan fasilitas dan 
tenaga kesehatan yaitu dokter dan perawat 
yang memadai dengan kualitas pelayanan 
secara keseluruhan. 
 
Karakteristik agen pelaksana 
Pusat perhatian pada agen pelaksana 
meliputi organisasi formal dan organisasi 
informal yang akan terlibat 
pengimplementasian kebijakan (publik) akan 
sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang 
tepat serta sesuai dengan para agen 
pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas 
wilayah implementasi kebijakan perlu juga 
diperhitungkan manakala hendak 
menentukan agen pelaksana. Semakin luas 
cakupan implementasi kebijakan, maka 
seharusnya semakin besar pula agen yang 
dilibatkan. 
Program JKN merupakan Program 
pemerintah untuk menjamin derajat 
kesehatan masyarakat yang meliputi seluruh 
warga negara tanpa kecuali. Hal inilah yang 
mengharuskan BPJS untuk menjaring peserta 
JKN dari seluruh lapisan masyarakat, 
masyarakat lapisan bawah sampai pejabat. 
Yang membedakan hanyalah masyarakat 
yang tidak mampu (miskin) iuran BPJS-nya 
ditanggung oleh pemerintah yang masuk 
dalam kategori peserta-PBI (Peserta 
Penerima Bantuan Iuran). Selain itu, karena 
banyaknya peserta BPJS yang merupakan 
masyarakat miskin dan lapisan bawah, 
Sehingga diperlukan suatu mekanisme dan 
sistem yang tidak rumit dan mudah 
dimengerti. Hal inilah yang tidak 
mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan 
di Puskesmas Donggala. 
Dari hasil uji statistik didapat hasil 
bahwa dimensi karakteristik agen pelaksana 
mempunyai tingkat signifikasi 0,175 dan 
standar koefisien 0,146. Ini menunjukkan 
bahwa karakteristik agen pelaksana tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
pelayanan di Puskesmas Donggala. 
Karakteristik agen pelaksana seperti 
kemudahan dalam pelayanan dan cakupan 
atau luas wilayah implementasi program JKN 
tidak mempengaruhi secara langsung kualitas 
pelayanan di Puskesmas itu sendiri. 
 
Sikap / kecenderungan (Disposisi) agen 
pelaksana 
Sikap penerimaan atau penolakan dari 
agen pelaksana akan sangat mempengaruhi 
keberhasilan atau tidaknya kinerja 
implementasi kebijakan  Hal ini sangat 
mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang 
dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-
orang  yang terkait langsung terhadap 
kebijakan yang mengenal betul persoalan dan 
permasalahan yang mereka rasakan. Program 
JKN merupakan Program dari Pemerintah 
Pusat, dimana hasil Formulasi kebijakan 
Program JKN tidak terkait langsung dengan 
agen pelaksana di tingkat bawah. Hal inilah 
yang menyebabkan Implementasi kebijakan 
program JKN dimasing-masing Puskesmas 
(tingkat kecamatan) maupun di tingkat 
kabupaten di seluruh Indonesia berbeda-beda.  
Dukungan dari pemerintah daerah 
berupa pengalokasian dana kepada 
Puskesmas untuk keperluan rumah tangga 
Puskesmas tersebut. Di Kabupaten Donggala 
sendiri, alokasi khusus untuk Puskesmas 
berlaku mulai tahun 2014, sebelumnya 
pengalokasian dana melekat pada Dinas 
Kesehatan. 
Dukungan dari dinas terkait yaitu dinas 
kesehatan berupa pemberian sosialisasi 
Program JKN kepada seluruh Puskesmas 
termasuk didalamnya Puskesmas Donggala 
dan mengkoordinasikan permasalahan-
permasalahan program JKN dengan BPJS 
tingkat propinsi maupun dengan dinas 
kesehatan propinsi bahkan kementerian 
Kesehatan sebagai kementerian terkait di 
bidang kesehatan. 
Hasil uji statistik didapat hasil dimana 
dimensi sikap agen pelaksana dengan tingkat 
signifikasi 0,016 dan standar koefisien 0,238. 
Hal ini menunjukkan bahwa Sikap/ 
kecenderungan (Disposisi) agen pelaksana 
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berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. 
Dengan adanya dukungan baik dari 
Pemerintah daerah maupun dari dinas terkait 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan di Puskesmas Donggala, sehingga 
masyarakat merasa terjamin dengan 
pelayanan kesehatan yang diterimanya di 
Puskesmas Donggala. 
 
Komunikasi antar organisasi dan aktifitas 
pelaksana   
Komunikasi merupakan merupakan 
mekanisme yang ampuh dalam 
mengimpleentasikan kebijakan publik. 
Semakin baik koordinas dan komunikasi 
diantara pihk-pihak yang terlibat dalam suatu 
proses implementasi, maka asumsi 
kesalahan-kesalahan akan sangat kecil 
terjadi. Adanya komunikasi yang baik antara 
Kepala Puskesmas dengan Dinas Kesehatan, 
terutama dengan Bidang Jaminan dan Sarana 
Kesehatan untuk bersama-sama 
mengimplementasikan Program JKN di 
Kabupaten Donggala terutama di Kecamatan 
Banawa tempat Puskesmas Donggala berada. 
Setelah terjalin komunikasi yang baik 
dengan pihak terkait, Puskesmas Donggala 
juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh 
masyarakat di Kecamatan Banawa, hal ini 
ditandai dengan beberapa sosialisasi yang 
diadakan oleh pihak Puskesmas terkait 
dengan Program JKN di wilayahnya. Selain 
itu, mengkomunkasikan Program JKN 
melalui pertemuan-pertemuan, baik formal 
maupun informal. Diantaranya melalui 
pertemuan yang rutin diadakan di Kantor 
kecamatan yang dihadiri oleh seluruh kepala 
desa dan lurah serta tokoh-tokoh masyarakat 
yang rutin diadakan tiap tanggal 17 bulan 
berjalan. Selain itu dengan memberikan 
sosialisasi kepada takmir masjid dan pemuka 
agama memberikan nilai plus karena akan 
memberikan sosialisasi kembali kepada 
masyarakat di wilayahnya. 
Selain kepada tokoh-tokoh masyarakat, 
sosialisasi juga diadakan langsung kepada 
masyarakat. Selain melalui kegiatan 
sosialisasi Program JKN, sosialisasi juga 
dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang 
selama ini telah berjalan dengan sendirinya, 
seperti pada kegiatan posyandu, pelayanan 
kesehatan dari rumah- kerumah (home care) 
maupun kegiatan-kegiatan keagamaan 
lainnya. 
Hasil uji statistik memperlihatkan 
bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 
antara Komunikasi antar organisasi dan 
aktifitas pelaksana dengan kualitas pelayanan 
kesehatan di Puskesmas Donggala. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai standar koefisien 
sebesar 0,150 sementara tingkat signifikasi 
sebesar 0,205. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan 
oleh pihak Puskesmas merupakan suatu 
kegiatan rutin, sedangkan kualitas pelayanan 
merupakan hal yang lain yang berbeda. 
 
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik   
Hal terakhir yang perlu diperhatikan 
dalam Implementasi kebijakan publik dalam 
perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter 
dan Van Horn adalah sejauh mana 
lingkungan eksternal untuk mendorong 
keberhasilan kebijakan publik yang telah 
ditetapkan. Dalam Dimensi lingkungan 
ekonomi, sosial dan politik variabel yang 
diukur adalah bagaimana faktor sosial dan 
politik setempat dalam mendukung 
pelaksanaan program JKN. Faktor sosial dan 
politik di Kecamatan Banawa kondusif, 
kebijakan kebijakan Pemerintah daerah 
mendukung pelaksanaan Program JKN. Hal 
ini dapat dilihat dari sambutan masyarakat 
yang positif terhadap Program JKN, tanpa 
melakukan penyesuaian karena program ini 
hanya memperbaiki sistem pembiayaan 
kesehatan yang sebelumnya berupa 
Jamkesmas, Askeskin, Askes maupun 
Program pembiayaan kesehatan lainnya. 
Variabel yang kedua yakni faktor 
ekonomi masyarakat sekitar,yaitu apakah 
Iuran BPJS yang sesuai dengan kemampuan 
masyarakat, untuk kelas 3 sebesar Rp. 
25.000,- ; kelas 2 sebesar Rp. 42.500,- dan 
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kelas 1 sebesar Rp. 52.500,-. Karena 
sebagian besar responden merupakan 
masyarakat miskin yang iuran BPJS nya 
ditanggung oleh pemerintah atau yang 
disebut peserta PBI. Selain itu peserta BPJS 
merupakan PNS, TNI dan Polri maupun 
anggota keluarganya. Program JKN 
merupakan kelanjutan dari Program 
sebelumnya yang bernama Askes (Asuransi 
Kesehatan). Bagaimana halnya dengan 
masyarakat yang belum menjadi peserta 
program JKN, apakah iuran tersebut sesuai 
dengan kemampuan.  
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa 
untuk variabel Lingkungan ekonomi, sosial 
dan politik nilai standar koefisien sebesar 
0,088 sementara tingkat signifikasi sebesar 
0,362. Dengan nilai P < 0,05 pada taraf 
kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan 
bahwa variabel lingkungan ekonomi, sosial 
dan politik tidak berpengaruh yang signifikan 
terhadap kualitas pelayanan di puskesmas 
donggala. 
     
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear 
secara Simultan menunjukkan bahwa 
Implementasi kebijakan berpengaruh 
terhadap kualitas pelayanan dengan nilai F 
hitung sebesar 59,193 dan nilai p=0,000 
dengan nilai P < 0,05 pada taraf 
kepercayaan 95%. 
2.  Berdasarkan hasil analisis regresi linear 
secara Parsial menunjukan bahwa dimensi 
Implementasi kebijakan yang mempunyai 
pengaruh terhadap kualitas pelayanan 
sebesar : standar dan sasaran kebijakan 
dengan tingkat signifikasi 0,000 dan 
standar koefisien 0,304; sumber daya 
dengan tingkat signifikasi 0,000 dan 
standar koefisien 0,208 dan sikap agen 
pelaksana dengan tingkat signifikasi 0,016 
dan standar koefisien 0,238; Sedangkan 
dimensi implementasi kebijakan yang 
tidak mempunyai pengaruh terhadap 
kualitas pelayanan sebesar: karakteristik 
agen pelaksana dengan tingkat signifikasi 
0,175 dan standar koefisien 0,146; 
komunikasi antar organisasi dan aktifitas 
pelaksanaan dengan tingkat signifikasi 
0,205 dan standar koefisien 0,150 dan 
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 
dengan tingkat signifikasi 0,362 dan 
standar koefisien 0,088. 
  
Rekomendasi 
Berdasarkan hasil kesimpulan, maka 
disarankan kepada pihak Dinas Kesehatan 
Kabupaten Donggala dan Puskesmas 
Donggala untuk memperhatikan masalah 
Implementasi Kebijakan Program JKN/BPJS 
terutama pada dimensi karakteristik agen 
pelaksana, komunikasi antar organisasi dan 
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, agar 
kualitas pelayanan yang ada di Puskesmas 
Donggala juga dapat meningkat, sehingga 
program JKN dapat dirasakan oleh semua 
lapisan masyarakat terutama masyarakat 
kecamatan Banawa dan Banawa Tengah di 
Kabupaten Donggala, karena sesuai dengan 
Amanat Undang-undang yang mewajibkan 
semua penduduk Indonesia masuk dalam 
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